PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR s 067/50/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi
Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik, perlu adanya
Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola
Informasi dan  Dokumentasi Pelaksana di
Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas tentang Standar
Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah,;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan;



Menetapkan
KESATU

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
Jawa Tengah;

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun
2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa
Tengah;

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun
2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pelayanan Informasi Publik
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
Jawa Tengah;

14, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43
Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID) 4i
lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah,
terdiri atas:

a. struktur dan tata kerja organisasi Standar
Operasional Prosedur pejabat pengelola informasi
dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah;



KEDUA

KETIGA

b. kewajiban PPID Pelaksana Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah; dan
¢. mekanisme kerja.

Struktur dan tata kerja organisasi sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU huruf a tercantum
dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

Kewajiban PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU huruf b, disesuaikan dengan tugas dan
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai berikut :

a. PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah wajib:

1. menyediakan, membuka, dan memberikan
informasi publik dengan cepat dan tepat waktu,
biaya ringan dan cara sederhana, kecuali
informasi yang dikecualikan;

2. menyediakan informasi publik yang akurat,
benar, dan tidak menyesatkan;

3. membangun dan mengembangkan sistem
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
dan pelayanan informasi publik;

4. membuat pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak
setiap orangatasinformasi publik; dan

5. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas
informasi publik yang dikecualikan.

b. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana
dimaksud huruf (a), PPID Pelaksana wajib
memperhatikan:

1. perlindungan data pribadi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan
menyediakan sarana dan prasarana.

¢. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu
Data Indonesia, PPID Pelaksana dapat
melaksanakan wewenang lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau berkoordinasi dengan Walidata baik di
instansi pusat maupun di instansi daerah.

d. PPID Pelaksana dapat memberikan bantuan
kedinasan di bidang layanan informasi publik
kepada badan publik lainnya yang meminta, dengan
persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku,



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pelayanan PPID dilaksanakan pada lokasi layanan
informasi sebagai berikut:

a.

PPID Pelaksana berada di Gedung Pelayanan Jalan
Siliwangi Nomor 355 — 357 Semarang atau melalui
website dan aplikasi PPID Pelaksana Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Tengah; dan

Waktu Pelayanan :

a. Hari Senin - Kamis : Pukul 07.00 WIB — Pukul
15.30 WIB.

b. Hari Jum’at : Pukul 07.00 WIB - Pukul
14.00 WIB.

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU huruf ¢ tercantum dalam Lampiran Keputusan
Kepala Dinas ini, yang meliputi:

o po o

J-

k.

Standar Permintaan Informasi Publik;

Standar Pengajuan Keberatan;

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
Pendokumentasian Informasi Publik;

Penyusunan Daftar Informasi Publik;

Standar Pengujian Konsekuensi;

Penyusunan Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan;

Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang
Disabilitas Tuna Netra,

Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang
Disabilitas yang Menggunakan Kursi Roda;

Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang
Disabilitas Tuna Rungu; dan

Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 16 Januari 2023




LAMPIRAN :

Nomor
Tanggal

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah
. 067/50/2023

16 Januari 2023

A. STRUKTUR DAN TATA KERJA ORGANISASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

DAN DOKUMENTASI

PELAKSANA DI

LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH.

ATASAN PPID

PELAKSANA
TIM PERTIMBANGAN
PELAKSANA
KETUA PPID
PELAKSANA
SEKRETARIS
BIDANG PENGELOLAAN BIDANG PELAYANAN BIDANG PENGADUAN DAN
DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI DOKUMENTASI DAN ARSIP INFORMASI
PETUGAS PELAKSANA
PEJABAT FUNGSIONAL ( ARSIPARIS, PRANATA HUMAS,

PRANATA KOMPUTER ) DAN STAF TEKNIS.

. 1. Atasan PPID Pelaksana :

Tengah.
2. Tim Pertimbangan :

a. Sekretaris Dinas.

b. Kepala Bidang Angkutan Jalan.
c. Kepala Bidang Lalu Lintas.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa



d. Kepala Bidang Jaringan Transportsi dan Jaringan Transportasi.
e. Kepala Bidang Pelayaran.
f. Kepala Balai di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
3. Ketua PPID Pelaksana : Sekretaris Dinas.
4. Sekretaris : Analisa Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Jaringan
Transportasi dan Perkeretaapian.
5. Bidang-Bidang :
a. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :
Kepala Sub Bagian Program
b. Bidang Pelayanan Informasi Dokumentasi dan Arsip :
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa Informasi :
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Transportasi Jawa Tengah.
6. Petugas Pelaksana :
Pejabat Fungsional dan jabatan pelaksana yang mendukung Pelayanan
PPID Pelaksana.



B. MEKANISME KERJA

1. Standar Permintaan Informasi Publik

Pelaksana Mutu Baku
No. | UraianJenis | masyarakat i Petugas PPID Kelengka | Waktu { Out Put | Keterangan
Kegiatan informasi | Pelaksana pan
1. | Permohonan Formulir 10 formulir
informasi. O informasi | menit
Memeriksa e Identhas 10 data
2. | Syarat-syarat Pemohon | menit
Pengajuan Informasi
Permohonan | KIT/NF
WP/Akia
Pendirian
Badan
Hukum
3. | Registrasi Register 10 data
dan Permohao menit
Meneruskan nan
Permonan Informasi
Inforouisi
umuk di
Proses Wy
4. | Memproses Koordina | 5 hari surat
permohonan si deagan | kerja
Pemilik
Informasi
(Unit
Kerja)
5. | Memberikan Formulir 1 Hari | formulir
Formulir Pemberita | Kerja
Pemberitahu huan
an Tenulis Tertuulis
6. | Menyampai Tanda 1 Hari | Tanda | Penggadaan
kan ( }( terima Kerja terima dokumen
Permohonan informasi yang
Informasi dimohon
dan Tanda (berupa soft
Tenma copy) tidak
Informasi dipungut
biaya,
Penggadaan
dokurmen
yang
dimohon
(berupa
hard copy),
biaya
menjadi
beban
pemohon




2. Standar Pengajuan Keberatan

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Jenis mesyarakat Petugas Petugas/ Kelengkapan Waktu Out Put Ketera
Kegiatan informasi/ Atasan ngan
PPID PPID
Pelaksana Pemprov
1. Menerima  surat ( } Formulir 10 menit | Formulir
keberatan keberatan
informasi
2. Memeriksa Syarat- Identitas 10 menit | Data
syarat Pemohon dan
Pengajuan  surat Informasi Formulir
keberatan | KIT/NFWP/Akt
a Pendirian
Badan Hukum
3. Registrasi dan Register 1 hari formulir dan
memberikan 4 keberatan surat
formulir, surat Informasi, surat pengantar
pengantar pengantar
meneruskan
Permohonan
keberatan untuk
di
Proses di  PPRID
Permprov.
4, | Memproses Formulir 1 hari Formulir
jawaban keberatan keberatan kerja keberatan
(alasan {alasan
keberatan] keberatan)
5. Surat Jawaban Keputusan 5 formulir
keberatan Atasan PPID | Hari Kerja
Utama
6. Menerima Surat Jawaban 1 Hari Surat
Jawaban tertulis terhadap Kerja Jjawaban
terhadap keberatan
keberatan atas permohonan
jawaban informasi publik
permchonan
informasi publik
dari atasan PPID
Pelaksana
7. Menyampai kan Tanda terima 1 Hari Tanda terima
Permchonan ‘ >< surat Kerja
Keberatan
Informasi dan
Tanda Terima




Penanganan Keberatan Informasi Publik

kepada pemohon informasi. Jika
informasi  yang  diinginkan
pemohon informasi tidak
termasuk dalam DIP yang telah
diumumkan, karena informasi
belum tersedia atau termasuk
informasi yang dikecualikan,
maka diberikan surat penolakan
kepada pemohon informasi.

surat penolakan
dari PPID atau
PPID pembantu
karena informasi
yang diminta
merupakan

informasi yang
dikecualikan

Pelaksana Pendukung
. PPID/
No Kegiatan Z"f’;’r‘i’:: rfgiixi PPID ?f;;;“ Kelengkapan Waktu Output Ket.
pembantu
1. | Pemochon informasi {1 formulir | pada Formulir pengajuan
menyampaikan pengajuan pengajuan hari keberatan
keberata:n atas tidake D keberatan dan pelayanan
;z;égna;;?y a yang p;;;‘;gﬁgﬁ:g informasi p.ublicf ja.m. informasi pub_llﬂs
melalui: (1) dating langsung dan yang fterscdia di | kerja | yang telah  diisi
mengisi  formulic  permohonan meja pelayanan lengleap dan
pengajuan keberatan informasi PPID atau dilampiri
public dengan melengkapi ditampilkan  di fotocopy/scan
fotocopy identitas diri (NIK), {2) website dan identitas diri (NIK)
i1:nela1|.]|'i websiteldgrﬁandm;ndgisi dapat diunduh,
ormulir yang telah diunduh dan
menyertajl'{af scan identitas diri @ fotoctfpy a.tau
(NIK) kemudian dikirim ke scan identitas
alamat email PPID yang tertera diri (NIK} dari
di website, {3) mengirim fax pemchon  yang
formulir permohonan informasi mengajukan
yang telah diisi lengkap disertai keberatan
dengan fax identitas diri (NIK) ke
nomor fax PPID.
Melakukan registrasi formulir Semua data-data | pada Daftar pengajuan
2. pengajuan keberatan pelayanan — D_ 9D pemohon hari keberatan
informasi dan menyampaikan informasi dan pelayanan infomasi
pemgajuan keberatan kepada disimpan dalam | jam yang telah di-file
atasan PPID bentuk hardcopy | kerja dalam bentuk
dan softcopy hardcopy dan
softeopy
Memeriksa formulir pengajuan Berkas pada Daftar surat yang
3. keberatan dari para pemohon pengajuan hari harus diberikan
informasi dan memerintahkan keberatan dan kepada PPID dan
PPID dan PPID pembantu untuk pelayanan jamn PPID pembantu
menjawab permohonan informas informasi yang | kerja
telah difsi
lengkap
Memerintahkan kepada PPID (1)berkas pada Surat perintah
4. | dan PPID pembantu untuk < < pengajuan hari tertulis kepada
memenuhi permintaan informaai keberatan dan PPID dan PPID
dari pemohon informasi pelayanan jam pembantu  untuk
informaei  yeng | kerja memenuhi
telah diisi permintaan
lengkap, (2) DIP pemohon informasi
yang telah yang mengajukan
diumumkan keberatan
pelayanan
informasi publik
Memberikan informasi yang Dokumen/inform | pada Informasi publik
5. diminta oleh pemohon informasi asi yang | hari vang diminta oleh
kepada atasan PPID jika dimaksud oleh | dan pemohon informasi
informasi yang dimaksud telah - pemohon jam atau surat
masuk DIP. Atasan PPID akan informasi dan | kera penclakan kepada
menfawab pengajuan Keberatan rekomendasi pemohon informasi




3. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

No.

Kegiatan

Pelaksana

pemohon

PPID
Pelaksana

PPID
Pemprov

Atasan
PPID
Pemptov

Komisi
Informasi
Prov.
Jateng

Standar Mutu

kelengkapan

waktu

Out put

Apabila tidak
mendapatkan
tanggapan
atau tidak
puas atas
jawaban
keberatan
yang telah
diajukan
kepada atasan
PPID Pemprov
Jateng, maka
dalam jangka
waktu 30 hari
kerja,
pemohon
dapat
mengajukan
sengketa

Pengajuan
Permohonan
sengketa
informasi
ditujukan
kepada Komisi
Informasi
Provinsi
Tengah

Jawa

Komisi
Informasi
Provinai
Tengeh
menerima
pengajuan
sengketa dari
pemohon lalu
memberikan
surat
pemberitahuan
kepada atasan
PPID terkait
sengketa
tersebut.

Jawa

Atasan
menerima
pemberitahuan
sengketa,
Atasan
dapat
mewakilkan
sengketa atau
memberikan
kuasa kepada
Pemprov atau
PPID
Pelaksana

PPID

PPID

PPID
Pelaksana
dibantu oleh
PPID Pemprov

O

Surat
keberatan

Surat
Gugatan
Sengketa

Surat
pengajuan
sengketa

Surat
pemberitah
uan kepada
Atasan PPID

Surat
pemberitah
uan rapat,
yang
membahas
jawaban
gugatan

30 hari

kerja

1 hari kerja

14 hari
kerja/paling
lambat 100
hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

Surat
Gugatan

Surat
Pengajuan
Sengketa

Surat
pemberitah
uan kepada
Atasan PFID

Surat
Kuasa atau
Disposisi

Jawaban
gugatan




4. Pendokumentasian Informasi Publik

No. Kegiatan Sekretariat, Pelaksana Standar Mutu Keterangan
Bidang, PPID Atasan Kelengkap | Waktu Out Put
Balai Pelaksana FFID an
Pelaksana
1. Mengumpulkan data Usulan 5 hari | Kompilasi
dari Sekretariat, < } Data kerja | Data
Bidang,Balai yang informasi Informasi
akan didokumentasi Sekretanat,
kan . Bidang, Balai
2. [ Melakukan 4 Surat 1 hari | Usulan Data
identifikasi informasi undangan kerja | informasi
yang dibuat rapat,
Sckretariat, Kompilasi
Bidang,Balai dalam Data dan
bentuk ringkasan informasi
informasi ( Informasi
tersedia sctiap saat,
berkala dan serta
merta j.
Usulan 1 hari | Draft
3. Melakukan verifikasi, Data kerja | data
outentifileasi serta informasi Informasi
valadidasi sesuail
keaslian dokumen.
Draft 1 hari | Susunan
4. Melaporkan hasit data kerja | Data
pemeriksaan Informasi Informasi
informasi (Informasi
tersedia sefiap saat,
berkala dan serta
merta)
5. Atasan PPID
Pelaksana memeriksa Data 1 hari | Persetujuan
kembali data informasi kerja | Tentang
informasi publik yang Data
sekaligus disampai informasi
penandatanganan kan ke yang
sebagai bukti bahwa publik. disampaikan
tefah ' mengetahui ke publik.
Daftar Informasi
Publik yang akan
didokumentasikan,
6 Data informasi yang O(
disampaikan ke
publik dan disimpan
sebagai arsip.




5. Penyusunan Daftar Informasi Publik

Pelaksana Standar Mutua
No. Kegiatan Sekretariat, PPID Atasan Kelengka | Waktu Out Put Ketera
Bidang, Pelaksana PPID pan ngan
Balai Pelaksana

1. | Sekretariat, Data dan Shari | Usulan
Bidang,Balai Q informasi kerja Data
membuat usulan Yang Informasi
Daftar Informasi telah
Publik lalu disetujui
menyerahkan pada
PPID Pelaksana.

2. | PPID Pelaksana Usulan 2hari | Data
menerima usulan Data kerja Informasi
Daftar Informasi Informasi
Publik dari
Sekretariat,

Bidang,Balai

3. | PPID Pelaksana
menyusun Draft Data Shari | Draft Data
Daftar Informasi Informasi kerja Informasi
Publik yang telah

dikiasifi
kasikan

4. | Rapat PPID
Pelaksana  untuk Draft lhari | Draft
memutuskan Data kerja Daftar
kesepakatan Informasi Informasi
peserta rapat dari yang Publik
Draft Daftar telah
Informasi  Publik diklasifi
disepalkati menjadi kasikan
Daftar Informasi dalam
Publik. kesepaka

tan
rapat.

5. | Atasan PPID
Pelaksana Usulan lhari | Surat
memberikan Draft kerja Keputu
persetujuan Daftar san
pengklasifikasian Informasi Tentang
informasi yang Publik Daftar
digjukan oleh PPID Informasi
Pelaksana  dalam Pubiik.
bentuk Keputusan.

6. | DIP diunggah <
dalam website -
ppid.perhubungan.
jatengprov.go.id




6. Standar Pengujian Konsekuensi

Pelaksana Standar Mutu
No Kegiatan Sekreta PPID Ata Kelengkap | Wak Out Put Ketera
riat, Pelaksana san an tu ngan
Bidang, PPID
Balai Pelak
sana
L ﬁ?;ggglf ulkan yd :Izg ( > = Dokumen. 5 ha‘.ri Usulan
dikecualikan dari | kerja | Daftar
Sekretariat, Bidang, Balai Informasi
yang akan yang .
didokumentasikan (i;]fcuall
o ?f;:;‘;‘:;ia usulan ;::Z Kompilasi | 2 hari | Draft
dikeeualiken dari Data DIK kerja | Data DIK
Sekretariat, Bidang, Balai
yang i akan Draft Data | 1 hari | Drait
didokumentasikan DIK. / kerja | Data DIK
I | Bokumen berdasar
3 Mengidentifikasi  kembali yang kan UU/.
’ daftar  informasi yang dimohen Data
dikecualikan. pemohon, Dokurmnen
informasi yang
N Undangan dimohon
4 - Rapat _ pengujian Rapat. oleh
' konsekuensi untuk Draft pemohen
Data Daftar Informasi
yang dikecualikan Undangan | 1 hari | Draft
berdasarkan UU. Rapat, kerja | DIK,
Jika terdapat Draft Data Draft
permohenan  informasi DIK Jawaban
yang dianggap Berdasar pengecua
dikecualikan tetapi kan UU/. lain,
belum terdapat dalam Data informasi
informasi yang Dokumen Naskah
dikecualikan maka akan yang uji
diadakan rapat persiapan dimohon konseku
untuk menentukan oleh ensi,
waktu, tempat  dan petnohon notulensi
peserta uji konsekuensi /Laporan
serta dapat mengundang Hasil
pihak luar sebagai ahli. Rapat
Melakukan Rapat uji Pengujian
konsekuensi secara Konseku
berkala atau sewaktu- ensi
waktu dengan peserta uji
konsekuensi yang telah
ditentukan dan
undangan para pihak.
Melaporkan draft hasil Laporan - Persetu
5, | repat tim uji konsekuensi \! Hasil 1 hari juan
kepada atasan PPID | Rapat kerja DIK
Pelaksana. Pengujian - Jawa
Konseku ban
- Persetujuan Daftar ensi Permoh
5. lr}formas._: publik yang onan
dikecualikan dari infor
Atasan PPID Pelaksana masi.
disampaikan ke publik. I(
-  Jawaban atas O< 1 hari
permochonan  informasi kerja
yang dikecualikan.




7. Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

No Kegiatan Sekretariat, Pelaksana Standar Mutu Ketera
Bidang, PPID Atasan Kelengka Waktu Out Put ngan
Balai Pelaksana PPID pan
Pelak
sana

1. Sekretariat,

Bidang,Balai Data DIK | 1hari Rekap Data
membuat usulan berdasar kerja Usulan DIK
Daftar Informasi kan UU

Publik yang

dikecualikan lalu

menyerahkan  pada

PPID Pelaksana.

PPID Pelaksana n Rekap Data 1 hari | Data DIK

2. menerima usulan Usulan DIK kerja | yang
Daftar Informasi berdasar diusulkan
Publik yang kan UU
dikecualikan dari
Sekretariat,

Bidang,Balai
PPID Pelaksana,

3. menyusun Draft Data DIK{ 2hari | Draft DIK
Daftar Informasi yang kerja
Publik vang diusulkan
dikecualikan

4. Rapat pengujian Draft DIK 1l hari | Notulen
konsekuensi PPID kerja Rapat,
Pelaksana untuk Naskah
memutuskan Daftar Pengujian
Informasi Publik yang Konsekuensi,
dikecualikan dan DIK Hasil
pembuatan = naskah Pembahasan
pengujian
konsekuensi

§. | Atasan PPID Notulen
Pelaksana Rapat, 1 hari Surat
memberikan Naskah kerja Penetapan
persetujuan Daftar Pengujian Tentang
informasi Publik yang Konsekuensi, DIK.
dikecualikan yang DIK Hasil
diajukan oleh PPID Pembahasan
Pelaksana.

B. Daftar informasi Dokumien. Surat
Publik yang Penetapan
dikecualikan Tentang
diunggah  dalam O< |< DIK.
website
ppid.perhubungan.
jatengprov.go.id




8. Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra

Pelaksana Mutu Baku
No, Uraian Jenis masyarakat Petugas PPID Kelengkapan Waktu Out Put Ketera
Kegiatan informasi Pelaksana ngan

1. Pejabat Identhas 10 data
informasi Pemohon menit
menerima ‘ ; Informasi
pemohon [KIPfNPWP/
informasi Akta
Pienyandang Pendirian
disabilitas Badan
yang Hukum
sebelumnya
telah diantar
oteh petugas
kearmnanan

2. Petugas I l Perméhonan 10 forraulir
informasi informasi menit
memeriksa dalam bentuk
kelngkapan braile
sekaligus
memberikan
formuir
permobonan
nformasi
berbasis
braile

3. Petugas Register 10 data
mformasi Permohonan menit
menenma Informasi
permohonan
dari
penyandang
disabilitas
(layanan
prioritas} dan
melakukan
pengisian
formulir.

4, Petugas Koordinasi 5 hari surat
Informasi dengan kerja
Memproses Pemilik
permohonan Informasi
informasi. (Unit Kerja)

5. Memberikan Formulir 1 Hari formulir
Formulir Pemberitahu Kerja
Pemberitahuan an Tertulis
Tenulis

6. | Menyampai kan Tanda terima | 1 Hari Tanda
Penerimaan informasi Kerja terima
Permohonan
Informast dan
Tanda Tenma
Informasi




9. Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas yang
Menggunakan Kursi Roda
Pelaksana Mutu Baku
No. | Uraian Jenis Kegiatan | masyarakat Petugas PPID Kelengkapan Waktu Out Put Ketera
informasi Pelaksana ngan

1 pemohon informasi 5 menit | Penyand
yang berkursi roda _r ang
menuju ke ruang PPID Disabilit
Pelaksana, apabila as
pemohon  informasi mendap
menggunakan at
kendaraan telah Akses
tersedia parkir khusus prtoritas
disabilitas di
lingkungan Dinas
Perhubungan
Prov.Jateng.

2. Pejabat Informasi v Identhas 10 data
menerima pemohon Pemohon menit
penyandang Informasi
disabllitas | KIP/NPWP/
yang sebelumnya Akta
telah Pendirian
diantar oleh petugas Badan
keamanan (satpam) Hukum

3. | Petugas infortnasi formulir 10 orrnulir
memeriksa Permohonan menit
kelengkapan Informasi
sekaligus
memberikan formulir
permohonan
informasi

4. Petugas informasi Register 10 Data
menerima permohonan menit
permohonan dari informasi
penyandang
disabilitas (layanan
prioritas)
dan melakukan
pengisian formulir

5. Petugas Informasi )I Koordinasi 5 Hari surat
memproses informasi dengan Kerja

pemilik
informeasi.

6. Memberikan formulir o~ Formulir 1 Hari formulir
pemberitahuan pemeberitahu Kerja
tertulis. an tertulis

7. Menyampai kan Tanda terima | 1 Hari Tanda
Penerimaan O< informasi Kerja terima
Permohonan
Informasi dan Tanda
Terima
Informasi




10. Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu

Pelaksana Mutu Baku
No. | Uraian Jenis Kegiatan | masyarakat Petugas PPID Kelengkapan Waktu Out Put Ketera
informasi Pelaksana ngan

1. pemohon informasi S menit | Penya
yang berkursi reda N ndang
menuju ke ruang PPID B Disabili
Pelaksana, apabila tas
pemohon informaasi Menda
menggunakan pat
kendaraan telah Akses
tersedia parkir khusus pritori
disabilitas di tas
lingkungan Dinas
Perhubungan
Prov.Jateng.

2. | Pejabat Informasi Identhas 10 data
menetima pemohon v Pemohon menit
penyandang Informasi
disabllitas | KIP/NPWP/
yang sebelumnya Akta
telah Pendirian
diantar oleh petugas Badan
keamanan (satpam) Hukum

3. Petugas informast formulir 10 formulir
memeriksa Permohonan menit
kelengkapan Informasi
sekaligus
memberikan formulir
permochonan
informasi

4, Petugas informasi Register 10 Data
menerima permohonan menit
permohonan dari informasi
penyandang
disabilitas (layanan
prioritas)
dan melakukan
pengisian formulir

5. Petugas Informasi )I .Koordinasi 5 Hari surat
memproses informasi dengan Keria

pemilik
informasi.

6. Memberikan formulir < Formulir 1 Hari formulir
pemberitahuan pemeberitahu Kerja
tertulis. an tertulis

7. Menyampai kan Tanda terima | 1 Hari Tanda
Penerimaan informasi Kerja terima
Permohonan O,

Informasi dan Tanda o~
Terima
Informasi




11. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat

User / Pelaksana Standar Mutu
Ne. Kegiatan pela | Operat PPID Kelengka | Wak Out Keterangan
por or/ Pelaksana pan tu Put
agen
1. | Melakukan registrasi Form 15 Data Pelayanan Pengaduan
layanan Pengaduan , ( ; Pengadu | Menit | pembe | dari masyarakat
melakukan Login an. ri dapat melalui
Pengguna, memilih Aduan | Aplikasi melalui
kategori pengaduan Sub alamat : URL
kategori Pengaduan https:/ /ppid.perhub
melakukan penginputan ungan.jatengprov.go.
informasi/pengaduan ’ id,
Data 10 Data Instagram (
2. | Menerima input ya |tidak | pemberi | Menit | Penga | @perhubunganjtg ),
pengaduan Aduan duan. Twitter (
(@perhubunganjtg ),
Data 120 Lapo facebook (
Mengklasifikasi | | Pengadu | Menit | ran (@perhubunganjtg ),
3. | Pengaduan dan i at. Penga | dan
informasi atau bukan, duan. hotline WA
jika hanya informasi (0811 2790 123)
dapat langsung dijawab serta
kembali oleh operator Lapo Minstransje (
untuk diteruskan pada ran 0811 2820 123)
user jika bukan maka Laporan 2 hari | tangga
akan diteruskan kepada <~ | Pengadu | kerja | pan
PPID Pelaksana an. Penga
duan
4. | Menerima  Pengaduan
yang  diterima dan Laporan 10 Lapo
melakukan proses tangga menit | ran
tanggapan atas pan tangga
Pengaduan yang diminta Pengadu pan
an Penga
duan.
menerima tanggapan
5. | atas pengaduan yang Laporan 30 Lapo
diberikan Tangga menit | ran
pan tangga
Pengadu pan
Menginput  tanggapan i an. Penga
6. | atas Pengaduan yang duan
diminta
Proses Laporan 5 tangga
7. | Pengaduan/Informasi tangga menit | pan
terjawab O< pan Penga
Pengadu duan
an
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